I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak Indonesia merupakan generasi penerus bangsa, yang mempunyai hak dan
kewajiban ikut serta membangun Negara dan Bangsa Indonesia. Anak merupakan
subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi
Bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur baik secara spiritual maupun
materil. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan
mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik, mental dan

sosial Indonesia.

Setiap anak memerlukan perlindungan dan dalam hal ini kita telah memiliki
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan
Undang-Undang tersebut maka Negara menjamin hak-hak anak yaitu memiliki
tingkat kebebasan yang optimal, memperoleh pendidikan, mendapatkan
perlindungan dan kesempatan berpartisipasi. Anak perlu mendapat kesempatan
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,

mental maupun sosial.



Selanjutnya ditetapkan pula Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang
ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19
Januari 2005. Dalam Bab 12 Lampiran Perpres tersebut tercantum tentang
peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak. Melalui Perpres ini, pemerintah berupaya meningkatkan
kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan
berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan,

eksploitasi, dan diskriminasi.

Setiap kali kita menelaah masalah sosial anak selalu timbul keprihatinan yang
mendalam, seperti banyak anak-anak yang terpaksa menanggung resiko akibat
dari kelalaian atau ketidakmampuan orang dewasa dalam melindungi mereka.
Secara individu, jutaan anak menghadapi resiko busung lapar dan ketidakcukupan
nutrisi yang mengancam pertumbuhan dan masa depannya. Mereka menghadapi
ketidakpastian untuk hal-hal mendasar yang seharusnya menjadi hak mereka
seperti kepemilikan akta kelahiran, akses terhadap pendidikan yang terjangkau,

terbebas dari perlakuan salah, kekerasan ekonomi, seksual dan psikis.*

Sejak tahun 2006 hingga saat ini rata-rata terdapat 2 sampai 4 anak mengalami
tindak kekerasan setiap hari. Lebih dari seperempat anak perempuan mengalami
perkosaan. Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum mencapai 4.277 anak, hal
ini berarti setiap hari terdapat 11 sampai dengan 12 anak berkonflik dengan

hukum (Bareskrim POLRI), sementara itu anak yang hidup di penjara hingga saat
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ini mencapai 13.242 anak. Di sektor pendidikanpun anak-anak masih banyak yang
tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Angka Partisipasi Murni Sekolah
Menengah Pertama sebesar 65,37% tahun 2005. Padahal seharusnya dengan
program Wajib Belajar 9 tahun, diharapkan semua anak Indonesia dapat

menikmati pendidikan dasar.?

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai
Pelaksanaan Konvensi PBB tentang Hak Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT); Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang memuat upaya pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat,
cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai

bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Kemudian, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KPP) bersama sektor
pemerintah terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat
mengembangkan model Kota Layak Anak, yaitu kota yang di dalamnya telah
meramu semangat untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai
kegiatan atau upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya dalam
proses pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan

Kota/Kabupaten Layak anak (KLA). KLA dimaksudkan sebagai suatu upaya
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nyata untuk menyatukan isu hak anak ke dalam perencanaan dan pembangunan

kabupaten/kota.?

KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang
mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dari kerangka
hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak
anak pada suatu dimensi wilayah kabupaten/kota. Pemenuhan hak anak
berdasarkan KHA mencakup 5 (lima) klaster, yaitu: (a) hak sipil dan kebebasan;
(b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (c) kesehatan dasar dan
kesejahteraan; (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni dan

budaya; dan (e) perlindungan khusus.

Sejak KLA diadakan, Indonesia telah membuat undang-undang maupun dasar
hukum untuk mengatur kebijakan program ini agar berhasil di masyarakat, salah
satunya adalah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia (PERMEN PP/PA) No. 2 Tahun 2009
tentang Kota Layak Anak yang kemudian mengalami revisi menjadi PERMEN

PP/PA No. 11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kota layak anak.

Atas dasar tersebut Kota Bandar Lampung dalam rangka penyadaran semua pihak
akan hak-hak anak serta pembangunan yang responsif anak khususnya terkait
dengan norma standar, prosedur Kriteria, maka Pemerintah Daerah Kota Bandar
Lampung menetapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak

anak yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi otonomi daerahnya

® Tim Penyusun, Panduan Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, Kementrian
Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2006, him 1.



yang kemudian kebijakan tersebut disebut kebijakan Kabupaten/Kota Layak

Anak.

KLA adalah strategi pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan
komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang
terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan program dan kegiatan
pemenuhan hak anak. Di Kota Bandar Lampung sendiri kebijakan tentang Kota
Layak Anak telah dimulai sejak awal tahun 2013. Dengan mencanangkan
kebijakan ini, diharapkan menjadi motivasi agar memberikan masa depan yang
terbaik bagi anak, sehingga yang menjadi tujuan ini bisa membuahkan hasil yang

positif terhadap tumbuh kembang anak-anak di Lampung.”

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Koordinasi Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKB dan PP) banyak melakukan
sosialisasi menyangkut ditunjuknya Kota Bandar Lampung sebagai Kota Layak
Anak. Dalam pembentukan tim pelaksana didasarkan pada SK Walikota
N0.344/111.21/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Kota Layak
Anak (KLA) Kota Bandar Lampung dalam Pengembangan KLA oleh Tim
Pelaksana Pengembangan KLA. Mulai tahun 2013 sampai dengan 2018 Bandar
Lampung menjadi kota pengembangan KLA dan tahun 2019 diharapkan Bandar

Lampung menjadi Kota Layak Anak.

Indikator keberhasilan KLA dapat dilihat dari indikator umum dan khusus. Untuk
indikator umum yakni tersedianya pemenuhan atas hak-hak anak di segala bidang

sebagai warga Kota. Program pengembangan KLA di Kota Bandar Lampung
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dibagi menjadi 4 bidang besar, yaitu: kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan
partisipasi anak; dengan ukuran keberhasilan (indikator) yang meliputi: kesehatan,
pendidikan, sosial, hak sipil dan partisipasi, perlindungan hukum, perlindungan

ketenagakerjaan, dan infrastruktur.

Berdasarkan 4 indikator program pengembangan KLA tersebut, kesehatan dan
pendidikan kebutuhan terpenting dalam pemenuhan hak-hak anak. Sampai tahun
2013 kondisi pendidikan Kota Bandar Lampung masih belum menunjukkan
perubahan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari Angka Partisipasi Kasar,
Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan dan Angka
Kelulusan pada semua jenjang pendidikan. Bahwa terget kinerja yang terdapat
dalam Program Aksi Kota Layak Anak yakni pada tahun 2013 APK dan APM
baik SD, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA harus mencapai 100%. Kondisi
pendidikan selengkapnya terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kondisi Pendidikan di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2013

No. Indikator 2011 2012 2013
1. APK PAUD dan TK (%) 7802 | 8048 88 .37
2. APK SD (%) 95,16 | 96,83 96,86
3. APK SMP (%) 90,93 | 96,42 95,53
4, APK SMA/SMK/MA (%) 4276| 50,79 66.76

Sumber: Dokumen Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung 2013
Sedangkan untuk kondisi tingkat kesehatan penduduk Kota Bandar Lampung
terutama kesehatan anak dan balita juga belum menunjukkan perkembangan yang
signifikan. Target kinerja yang terdapat dalam Program Aksi Kabupaten Layak
Anak bahwa mulai dari tahun 2010 persentase bayi yang medapatkan ASI

eksklusif harus mencapai >80%, sedangkan untuk keluarga yang memiliki saluran



pembuangan air limbah (SPAL) harus mencapai >88%. Kemudian untuk keluarga
yang memiliki akses air bersih harus mencapai >75%. Dalam perkembangan
kondisi kesehatan penduduk Kota Bandar Lampung belum mencapai terget yang

diharapkan.”

Berdasarkan data sebagaimana di atas, maka menjadi kewajiban pemerintah Kota
Bandar Lampung untuk melindungi anak, dengan cara memberikan tempat yang
layak bagi anak. Pemerintah Kota Bandar Lampung berkewajiban menjamin
kualitas tumbuh kembang dan memberikan perlindungan kepada mereka dan hak-
haknya sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagai pelaksanaan Konvensi Hak Anak. Untuk
mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan responsivitas pemerintah agar
memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Lahirnya kebijakan KLA,
diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan
rukun warga atau lingkungan yang peduli anak, kelurahan dan desa layak anak
dan kecamatan atau kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasyarat untuk
memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi

haknya dan terpenuhi kebutuhan pisik dan psikologisnya.

Pembuatan kebijakan KLA ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk
menetapkan kebijakan perlindungan anak. Sebelum memasuki tahap penerapan
kebijakan, pemerintah melewati proses perumusannnya terlebih dahulu. Formulasi
kebijakan merupakan lanjutan terhadapan tindakan permasalahan yang terjadi

dalam menangani permasalahan publik. Suatu kebijakan tidak akan berjalan

® Hasil wawancara Penulis dengan narasumber Dra. Saibah Hanis D. Kepala Bidang Pelayanan
Anak di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 1 September 2014.



apabila dalam prosesnya tidak ada pengkajian dengan matang. Pada tahap
perumusan kebijakan akan muncul berbagai alternatif dalam mengatasi
permasalahan publik yang ada. Dengan adanya proses perumusan ini akan muncul
sebuah kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah sehingga keputusan

tersebut dapat diberlakukan pada masyarakat.

Beberapa hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini adalah para pihak
yang terlibat dalam proses merumuskan kebijakan dan latar belakang dari
ditetapkannnya kebijakan KLA. Selanjutnya adalah memahami proses perumusan
kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandar Lampung serta kesesuaian antara
kebijakan yang sudah dibuat dengan masalah kesenjangan dalam pemenuhan hak
anak, dimana penelitian ini belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.
sehingga Penulis memilih judul penelitian: “Formulasi Kebijakan Kota Layak

Anak (KLA) di Kota Bandar Lampung”.

B. Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan rumusan masalah agar penulis tidak

membahas terlalu luas mengenai masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang

dan ruang lingkup masalah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dirumuskan

masalah pokoknya adalah :

1. Bagaimanakah proses perumusan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota
Bandar Lampung?

2. Apakah isi program/kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sesuai dengan

masalah publik?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan kesesuaian antara alternatif/program yang diteliti dari
proses perumusan dengan masalah riil anak di Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui jumlah anggaran kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di
Kota Bandar Lampung.

3. Untuk mendapatkan model yang dipergunakan dalam proses perumusan

kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mencapai beberapa manfaat diantaranya adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan IImu
Administrasi Negara dan menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya
yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan proses perumusan
kebijakan daerah, khususnya mengenai formulasi Kebijakan Kota Layak Anak
(KLA).

2. Secara praktis, penelitian ini menjadi bahan masukan atau referensi bagi
aparat Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam hal proses perumusan

kebijakan Kota Layak Anak (KLA).



